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PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

DAN SENGKETA PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 153 juncto Pasal 154 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk

menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

b. bahwa ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Agung

Republik Indonesia diberi kewenangan menerima,

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa

Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
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c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum

mengatur Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha

Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi

Pemilihan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata

Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi

Pemilihan;

Mengingat : 1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5079);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,) sebagaimana terakhir
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5898);

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015

tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha

Negara Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1266);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1353);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

PEMILIHAN DAN SENGKETA PELANGGARAN ADMINISTRASI

PEMILIHAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan adalah pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan

Wakil Walikota.

2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah

peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik,

gabungan partai politik, atau perseorangan yang

didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/KIP Aceh.

3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon

Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta

Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan

partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau

mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

atau KIP Kabupaten/Kota.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP

Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya

disebut KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota,

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
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6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya

disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang

diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang

diatur dalam undang-undang.  

7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang

selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah

provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan

umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan

wakil gubernur.

8. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut

Panwaslih Aceh, adalah Panitia yang dibentuk oleh

Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di

wilayah Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

9. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa

yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan

antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon

Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon

Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

10. Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah

sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon
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